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Abstrak
 

Ketentuan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. Hal ini

ditunjukkan dengan adanya peristiwa hukum perjanjian utang dengan jaminan hak atas tanah ang dikemas

dalam bentuk PPJB dengan klausul ƒhak membeli kembali ƒang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan

tanah debitur kepada kreditur jika debitur wanprestasi. Adapun, permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini adalah akibat hukum perjanjian utang yang dibuat sebagai perjanjian jual beli hak atas tanah

dengan hak membeli kembali, keabsahan Akta Jual Beli (AJB) jika PPJB yang mendasarinya memuat

klausul hak membeli kembali, dan peran serta tanggung jawab notaris dan PPAT jika terdapat perbedaan

fakta hukum antara PPJB yang ditata dengan AJB berdasarkan kasus pada Putusan Mahkamah Agung

Nomor 407 K/Pdt/2022. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe

penelitian eksplanatoris. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian hutang yang dikemas sebagai

perjanjian jual beli hak atas tanah dengan hak membeli kembali memutuskan bahwa perjanjian menjadi

batal demi hukum. Uang yang disebutkan dalam PPJB bukanlah uang pembayaran jual beli, melainkan uang

pinjaman, sehingga perbuatan hukum pada AJB dianggap tidak memenuhi unsur tunai dan transaksi jual beli

tidak sah. Notaris berperan penting dalam hal transaksi jual beli hak atas tanah, salah satunya adalah

pembuatan PPJB. Namun dalam praktiknya pembuatan PPJB tidak selalu dilakukan di hadapan notaris. Hal

ini memicu terjadinya permasalahan hukum, seperti pemuatan klausul terlarang dalam PPJB yang

bersangkutan. Dengan demikian, jika para pihak hendak membuat suatu AJB, PPAT harus menyelaraskan

antara data dan dokumen yang benar serta keselarasannya dengan undang-undang.

......The existence of the Conditional of Sales and Purchase Agreement (CSPA) is frequently abused by the

public. This is evidenced by the inclusion of a buyback rights clause in the CSPA to envelope a loan

arrangement with land rights security with the purpose of transferring land ownership from the debtor to the

creditor in the event of default. Issues raised by this study relate to legal ramifications of a debt agreement

made as a land sale and purchase agreement with buyback rights, legality of the Deed of Sale and Purchase

(DSP) if the underlying contains a buyback rights clause, and roles and responsibilities of a notary and Land

Deed Official (LDO) if there are discrepancies of legal facts between the CSPA and DSP based on Supreme

Court Decision Number 407 K/Pdt/2022. The method of law research used is normative judicial with

explanatory research type. Result of analysis indicate that the debt arrangement, disguised as land sale and

purchase agreement with buyback rights, renders the contract null and void. The money stipulated in the

CSPA is not the payment for the sale and purchase, rather as a lent money, therefore legal actions on the

DSP does not fulfill the cash element and the transaction is illegal. However, in practice the CSPA is not

always prepared before the notary. This trigger legal issues, such as the inclusion of illegal clauses in the
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CSPA. Accordingly, the LDO shall properly take into account the conformity between data and documents

as well as the law.


